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Prinsip syariah menjadi asas utama dalam kegiatan usaha perbankan syariah
dan menjadi pembeda dengan operasional perbankan konvensional. Prinsip syariah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah memberi makna pada kedudukan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar
prinsip syariah bagi perbankan syariah, karena itu bank syariah dalam kegiatan
usahanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang
menjadi pedoman prinsip syariah dalam setiap akad dan transaksinya.
Ketidaksesuaian antara ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan apa yang dipraktikkan
bank syariah menjadi problematika pelanggaran bagi bank syariah yang dirasakan
masyarakat saat ini. Dengan begitu, penting untuk mewujudkan ekosistem
kepatuhan syariah sebagai upaya menjaga penerapan prinsip syariah di perbankan
syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerangka hukum penerapan
prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk
memformulasikan upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan
syariah guna mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah. Secara metodologis,
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fikih dan pendekatan
socio-legal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dalam sistem
hukum di Indonesia terdapat tiga fondasi pengaturan yang membangun kerangka
hukum penerapan prinsip syariah, yakni pengaturan pedoman prinsip syariah,
pengaturan pengawasan prinsip syariah dan pengaturan sanksi atas pelanggaran
prinsip syariah. Ketiga fondasi pengaturan tersebut diatur pada landasan yuridis
yang sama yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dan didukung oleh pengaturan teknis lebih lanjut melalui regulasi yang dikeluarkan
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; Kedua, formulasi rekonstruksi
penerapan prinsip syariah di perbankan syariah terdiri atas pembenahan tiga bagian
yang terintegrasi dalam ekosistem kepatuhan syariah yakni bankir syariah melalui
rekonseptualisasi bankir syariah dalam kerangka syariah, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui reposisi DSN-MUI dengan produk
hukum berbasis kepastian hukum dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui
restrukturisasi DPS di perbankan syariah dengan prinsip akuntabilitas.
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Sharia principles are the main principle in Sharia banking business
activities, differentiating them from conventional banking operations. Sharia
principles, as regulated in Law No. 21 of 2008 concerning Sharia banking, signify
the position of the DSN-MUI Fatwa as the basis of Sharia principles for Sharia
banking. Therefore, Sharia banks must not conflict with the provisions of the DSN-
MUI Fatwa, which is a guideline for Sharia principles in every contract and
transaction. The inconsistency between the provisions of the DSN-MUI Fatwa and
Sharia banks’ practice is a problematic violation for Sharia banks that is currently
experienced by society. Hence, it is crucial to create a Sharia compliance ecosystem
and enforce Sharia principles in Sharia banking.

This research aimed to describe the legal framework for enforcing Sharia
principles in Sharia banking in the legal system in Indonesia and to formulate efforts
to reconstruct the enforcement of Sharia principles in Sharia banking, thus creating
a Sharia compliance ecosystem. Methodologically, this research was normative
legal research using statutory, conceptual, figh, and socio-legal approaches.

The research results indicated: first, three regulatory foundations built the
legal framework for enforcing Sharia principles in the legal system in Indonesia,
namely Sharia principles’ guidelines regulations, Sharia principles supervisory
regulations, and sanction regulations for violations of Sharia principles. These three
regulatory foundations were regulated on the same juridical basis, namely Law No.
21 of 2008 concerning Sharia Banking, and supported by further technical
arrangements through regulations issued by Bank Indonesia and the Financial
Services Authority. Second, the formulation of the reconstruction of the
enforcement of Sharia principles in Sharia banking consisted of improving three
integrated parts in the Sharia compliance ecosystem, namely Sharia bankers
through reconceptualization of Sharia bankers within the Sharia framework, the
National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) through
repositioning DSN-MUI with products law based on legal certainty, and the Sharia
Supervisory Board (DPS) through restructuring DPS in Sharia banking with the
principle of accountability.
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